BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya menempuh kebijakan memberikan bantuan modal usaha produktif bagi keluarga miskin melalui pinjaman bergulir;
b. bahwa agar pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan perlu adanya petunjuk dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;

7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Indikator Kemiksinan Kabupatn Bantul;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007


Pasal 1
Menunjuk Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul sebagai pelaksana kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kabupaten Bantul.
Pasal 2

Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Pasal 1 bertugas :

1. mengkoordinasikan program-program dan segala kegiatan yang berkaitan dengan revolving program/kegiatan pengentasan kemiskinan;

2. menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan revolving PEKM;

3. memfasilitasi revolving pelaksanaan kegiatan PEKM baik dana, sarana yang dibutuhkan;

4. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan revolving PEKM;

5. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bantul;

Pasal 2

(1) Dana kegiatan PEKM adalah dana yang dipergunakan untuk bantuan modal usaha, pengguliran (revolving), bantuan modal tetap untuk kelompok PEKM yang berhasil serta bantuan pendampingan pengadaan kandang ternak kambing.
(2) Keluarga miskin adalah sesuai kriteria dalam penetapan indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul.

Pasal 3

(1) Dana kegiatan PEKM yang digunakan untuk bantuan modal usaha, diberikan kepada keluarga miskin yang potensial atau memiliki usaha ekonomi produktif dalam bentuk pinjaman bergulir dengan bunga 5% (lima perseratus) selama 1 (satu) tahun.

(2) Bunga 5% (lima perseratus) sebagaimana dimakud ayat (1), digunakan untuk operasional pelaksanaan dan pendampingan kegiatan PEKM dengan rincian 3,5% (tiga setengah perseratus) untuk operasional dan pendampingan tingkat kecamatan dan desa serta 1,5% (satu setengah perseratus) untuk kepentingan operasional dan administrasi kegiatan kemitraan dengan bank tingkat kabupaten.

(3) Dana revolving adalah dana angsuran pengembalian pinjaman modal usaha PEKM yang masuk ke PD. BPR. Bank Pasar Bantul yang dipergunakan untuk pengembangan modal usaha keluarga miskin yang sedang/telah memiliki usaha/kegiatan produktif dalam bentuk pinjaman lunak dengan bunga 5% (lima perseratus) setahun untuk pendampingan program pembangunan masyarakat (Community Development) pengadaan kandang kambing, untuk pelatihan teknis, sarana penunjang serta administrasi kegiatan revolving.

Pasal 4

(1) Bantuan modal kegiatan PEKM disalurkan melalui PD. BPR. Bank Pasar Bantul dengan menggunakan Buku Tabungan Pemberdayaan Keluarga.

(2) Angsuran pinjaman modal PEKM dapat dilakukan melalui PD. BPR. Bank Pasar Bantul dan unitnya

(3) Jasa bunga digunakan sebagai tambahan modal revolving atau bantuan modal baik baru maupun pengembangan dan dipergunakan sebagai operasional kegiatan Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Kabupaten dan Tim PEKM Kabupaten Bantul.
Pasal 5

(1) Memberikan bantuan modal tetap, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan pinjaman modal kegiatan PEKM yang usahanya berkembang serta lancar dalam mengembalikan pinjaman.

(2) Modal tetap diberikan melalui kelompok dan dikelola oleh kelompok PEKM yang telah mengelola modal tetap bantuan modal kegiatan PEKM tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Pelaksana penilai/pendata calon penerima modal tetap adalh Tim Pelaksana PEKM tingkat desa.

(2) Camat mengusulkan dan mengirimkan calon penerima modal tetap kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul.
(3) Daftar nama calon penerima modal tetap kegiatan PEKM yang telah diterima, akan diverifikasi oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Kabupaten Bantul.

(4) Daftar nama calon penerima modal tetap yang telah diterima selanjutnya akan diverifikasi oleh KPKD Kabupaten Bantul dan hasilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul.
(5) Camat menyerahkan modal tetap kelompok dalam bentuk Tabungan kelompok dari PD. BPR. Bank Pasar Bantul disertai akad perjanjian.

Pasal 7

(1) Revolving kegiatan PEKM diberikan kepada keluarga miskin yang mempunyai usaha ditingkat desa dan belum pernah mendapatkan bantuan pinjaman modal yang sama.

(2) Prosedur pengajuan pelaksanaan pencairan dan angsuran dana revolving PEKM sama dengan pengajuan baru.

Pasal 8

Bantuan pendampingan pengadaan kandang kambing diberikan kepada :

1. keluarga miskin penerima bantuan Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Kambingisasi.
2. kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang memiliki usaha kegiatan ternak kambing secara kelompok dan telah berhasil.

Pasal 9

Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkanna Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan untuk memuat pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 April 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor    28  Tahun 2007
Tanggal   14 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490 017 858

